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KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan

Mengingat

o 1.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Jambi;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor
6);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

: Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

: Pedoman Penyelenggaraan SAKIP merupakan rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat
Daerah.

: Pedoman Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai acuan

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun komponen sistem
akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah meliputi:
penjenjangan kinerja instansi pemerintah, rencana strategis,
indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan
evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Agustus 2022

1. Wakil Gubernur Jambi;

2. Inspektur Provinsi Jambi;

3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

PETUNJUK TEKNIS PENJENJANGAN KINERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah
kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.
Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada
pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat

berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif
artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi
yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan
tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing.
Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas
dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan
penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu.
Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang
jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu
memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif
dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan

memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian



tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang
dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian
tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk
membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan

anggaran.

Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran
pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai
dengan saat ini, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah,
diantaranya (1) sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja
yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi; serta (2) desain program/
kegiatan tidak memiliki dampak/daya ungkit bagi pencapaian tujuan
organisasi. Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang

terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, kinerja aparatur yang
tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme reward and punishment
menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi
tidak terarah. Oleh karenanya, dalam rangka memperbaiki  proses
penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan
desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses
membangun model logis (logic model)] maupun kerangka berpikir logis
(logical framework) yang tepat. Pedoman ini akan mengarahkan instansi
pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam
rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik
kepada kinerja individu, serta desain strategi/program/kegiatan yang tepat

sSasararnmn.

BAB II
POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal
struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan
organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon
kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara
logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome

yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan



dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan

strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis
(logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang
sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang
diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Model logis
terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan/berhubungan dalam
membentuk outcome/hasil yang diharapkan. Tahapan kondisi ini
membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering dinamai dengan
rantai nilai (value chain), yang model sederhananya terdiri dari input,
proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang
dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik

barang maupun jasa.

Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk
mengolah input menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang
dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome.

Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output.

Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi
pemerintah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model
logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi
dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input,

sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Menyusun Pohon Kinerja Dimulai dari Outcome
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Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran
kinerja), yaitu sasaran/kinerja level strategis (strategic objectives),
sasaran/kinerja level taktis (tactical objectives), dan sasaran/kinerja level

operasional (operational objectives).



Gambar 2. Levelling of Objective
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Sasaran/kinerja level strategis biasanya berupa hasil (result) yang

harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Biasanya statement-nya
menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakat menjadi lebih baik,
misal: menurunnya kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
menurunnya kemacetan, dll. Sasaran/kinerja level taktis biasanya berupa
efektivitas/hasil dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan
dengan sekumpulan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil,
yang termuat dalam sasaran/kinerja strategis. Sedangkan sasaran
operasional biasanya berisi accomplishment atau penyelesaian suatu
kegiatan/aktivitas. Setiap level dalam piramida kinerja di atas tidak
merepresentasikan satu jabatan/posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja
dalam kinerja/sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang

yang berbeda.

Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja
strategis diisi oleh kondisi final outcome/longer term outcome, kinerja taktis
diisi oleh outcome antara (intermediate outcome/initial outcome), dan kinerja
operasional diisi oleh output-output. Semakin ke bawah jenjang sebuah
organisasi, maka kinerjanya akan semakin teknis/operasional, Outcome/
hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses keputusan strategis
yang melibatkan para pimpinan instansi pemerintah. Tentunya, statement
outcome/hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandat, dan

alasan keberadaan organisasi.



B. Prinsip-prinsip Umum Membangun Pohon Kinerja

1. Logis, yakni suatu pohon kinerja harus menggambarkan hubungan
‘sebab-akibat’ ataupun fika-maka’. Pohon kinerja disusun untuk
mengawal ketepatan logika. Kondisi yang berada di level/hierarki lebih

tinggi adalah akibat/hasil dari kondisi/hierarki dibawahnya.

2. Empiris, yakni suatu pohon kinerja harus berdasarkan kondisi/isu
strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Fungsi pohon kinerja
adalah untuk mendapatkan alternatif solusi atau pemecahan masalah
yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif
pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus
didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada evidence

dan informasi yang andal.

3. Antisipatif, yakni suatu pohon kinerja harus disusun dengan
mempertimbangkan kondisi masa depan karena akan digunakan dalam

jangka waktu lebih dari satu tahun.

4. Dinamis, yakni suatu pohon kinerja harus mengikuti perubahan
lingkungan strategis. Hal ini berarti bahwa jika memang diperlukan,
pohon kinerja dapat terus disempurnakan, diubah, bahkan disusun
ulang untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Pohon
kinerja harus mendukung organisasi menjadi lebih dinamis dan
berorientasi hasil, sehingga menjadikan pohon kinerja sebagai acuan

yang tidak dapat diubah adalah hal yang salah kaprah.

5. Holistik, yakni suatu pohon kinerja harus mempertimbangkan
keterkaitan dengan wurusan lainnya. Penyusunan pohon kinerja
seharusnya tidak tersekat oleh urusan atau kewenangan yang akan
membatasi keluasan cakupan analisis. Penyusun perlu untuk membuka
kemungkinan adanya pengaruh dari urusan lainnya pada pohon kinerja

yang akan dibuat.

6. Out of The Box, yakni suatu pohon kinerja harus mengedepankan
kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategis terbaik, bukan
untuk mempertahankan status quo. Penyusun harus berusaha untuk

mencari alternatif kondisi/solusi lain di luar rutinitas atau eksisting.



7. Materialitas, yakni suatu pohon kinerja harus diisi oleh kondisi-kondisi
yang penting, strategis, dan paling berdampak. Apabila organisasi
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang membuatnya harus
menentukan pilihan dari berbagai solusi yang dihasilkan dari pohon
kinerja, maka pilihan solusi harus dijatuhkan pada yang paling penting,

strategis, dan berdampak.

BAB III
TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

Setelah memahami tentang pohon kinerja dan model logis, instansi
pemerintah diharapkan lebih memiliki pemahaman dasar tentang tahapan
penjenjangan kinerja. Hal ini karena penyusunan pohon kinerja akan menjadi
dasar dalam penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Untuk menyusun
penjenjangan kinerja, terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilakukan
oleh instansi pemerintah. Karena ini merupakan tahapan, maka seharusnya
instansi pemerintah tidak melewati satu tahapan dan lompat’ ke tahapan
lainnya. Secara umum, terdapat 5 tahapan yang perlu dilalui sebagaimana
yang terlihat pada gambar di bawah ini. Tahap I sampai dengan Tahap IV
adalah tahap penyusunan pohon kinerja. Tahap V adalah tahap untuk
menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan struktur

organisasi.

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Pohon Kinerja
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POHON KINERJA
1. TAHAP 1 Tentukan outcome/hasil yang akan dijabarkan

Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan
outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Penentuan

outcome/hasil apa yang akan dijabarkan memerlukan kesepakatan



2.

bersama, khususnya dari para penentu keputusan strategis, karena akan
mempengaruhi bangunan kinerja instansinya. Identifikasi ini seharusnya
dilakukan berdasarkan pada bukti (evidence) maupun data yang andal dan
valid. Identifikasi outcome ini juga harus terkait dengan hal-hal yang
bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi dan

bukan hanya berdasarkan perkiraan semata.

Selain itu, penyusunan pohon kinerja sebaiknya dilakukan terhadap
satu outcome/hasil/kinerja dan tidak menggabungkan beberapa isu
menjadi satu pohon kinerja. Sebagai contoh, peningkatan pertumbuhan
ekonomi adalah satu isu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah
satu isu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahetraan
masyarakat adalah dua isu. Akan sulit untuk mengurai peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam satu pohon

kinerja karena penjabarannya akan berbeda.

TAHAP 2 Identifikasi Critical Success factor yang dibutuhkan untuk

mencapai kinerja/outcome strategis

Setelah instansi pemerintah menetapkan outcome/hasil yang harus
dicapai, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Critical Success
Factor (CSF) outcome/hasil terkait. Mengidentifikasi Critical Success Factor
(CSF) sebenarnya adalah langkah awal untuk membangun model logis dari
outcome/kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
proses membangun model logis kinerja sebenarnya adalah mengidentifikasi
kondisi/outcome antara (immediate/initial outcome) sampai pada kondisi

paling teknis/operasional yang dapat menghasilkan output.

Critical Success Factor (CSF) adalah area atau aspek-aspek kunci dan
kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai,
maka outcome/hasil berpotensi besar untuk tercapai. Oleh karenanya
mendapatkan Critical Success Factor (CSF) yang tepat menjadi sangat
penting bagi instansi pemerintah. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman,
teori, dan logika menjadi hambatan dalam mendapatkan CSF yang tepat.
Oleh karenanya, instansi pemerintah dianjurkan untuk mendapatkan CSF
melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta

mengambil teori-teori yang relevan.



Mencari Critical Success Factor (CSF) tidak sama dengan mengklaster
atau mengelompokkan. Mencari Critical Success Factor (CSF) adalah
mencari faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian outcome/hasil
yang ditetapkan. Adapun mengklaster adalah mengelompokkan

outcome/hasil ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.

TAHAP 3 Uraikan Critical Success Factor kepada Kondisi-Kondisi Antara

Sampai kepada Kondisi Paling Teknis/Operasional

Critical Success Factor (CSF) yang telah diidentifikasi dan
diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses
penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabarannya sama
seperti ketika mengidentifikasi key success factor dan menerjemahkannya
menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian outcome. Gunakan
logika “sebab-akibat” atau “jika-maka”, atau gunakan pertanyaan “kondisi
apa yang diperlukan agar Critical Success Factor (CSF) dapat terwujud?”.
Sama halnya seperti menentukan Critical Success Factor (CSF), mengurai
Critical Success Factor (CSF) kepada kondisi-kondisi antara dapat dilakukan
dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD), brainstorming, melihat
teori, untuk selanjutnya mencocokkannya dengan kondisi empiris yang

sebenarnya terjadi.

Sama halnya seperti mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF),
dalam menguraikan  kondisi-kondisi antara sampai dengan kondisi

operasional, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan :

a) Identifikasi kondisi antara tanpa mengaitkannya terlebih dahulu dengan

komponen perencanaan.

b) Ketika menyusun pohon kinerja, instansi pemerintah seharusnya tidak
tergesa untuk langsung menghubungkan atau menamai pohon kinerja
dengan komponen perencanaan (visi-misi-tujuan-sasaran-program

sasaran program-kegiatan-sasaran kegiatan).

c) Identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu
dengan struktur organisasi existing ketika menyusun pohon kinerja,
instansi pemerintah seharusnya tidak mendasari pada struktur
organisasi yang ada. Hal tersebut karena dimungkinkan struktur

organisasi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai



kinerja. Selain itu, ketika proses penyusunan, instansi pemerintah tidak
seharusnya tergesa-gesa untuk mendistribusikan suatu kondisi/kinerja
dengan hierarki organisasi (misal : Kondisi A untuk tingkat Pemda,

Kondisi B untuk tingkat Eselon II, dll).

d) Identifikasi kondisi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu
dengan nama program/kegiatan ketika menyusun pohon kinerja,
seharusnya tidak menghubungkannya dengan nomenklatur program/
kegiatan yang ada. Instansi pemerintah harus mengidentifikasi

kebutuhan dan berfikir di luar kebiasaan.

e) Identifikasi antara tanpa menghubungkannya terlebih dahulu dengan
anggaran existing ketika menyusun pohon kinerja, instansi pemerintah
harus menghindari untuk mengaitkannya/mencocokkannya dengan

anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

f) Identifikasi kondisi antara sampai dengan kondisi paling operasional
dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan jenjang organisasi dalam
rangka mengurangi kerumitan dalam menyusun penjenjangan kinerja
yang kompleks, maka setiap unit organisasi maupun satuan kerja dapat
membuat masing-masing penjenjangan kinerjanya yang didasarkan pada

penjenjangan kinerja unit organisasi/satuan kerja di atasnya.

g) Identifikasi kemungkinan adanya outcome antara yang menjadi kinerja
organisasi lain (crosscutting) instansi pemerintah perlu memahami bahwa
sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu
urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja
memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani
outcome/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian outcome final.
Jika hal ini ditemukan ketika penyusunan, instansi pemerintah tidak
boleh mengeliminasi kondisi antara tersebut dan tetap harus menjadi
bagian dari sebuah pohon kinerja. Namun demikian, instansi pemerintah
perlu mengidentifikasi dan menandai kondisi tersebut untuk selanjutnya

dikoordinasikan secara lebih lanjut.

h) Identifikasi adanya redundansi Instansi Pemerintah perlu
mengidentifikasi kemungkinan redundansi atau kondisi yang dituangkan

berulang kali dalam suatu pohon kinerja.



i) Identifikasi kemungkinan kealpaan mengenali adanya hubungan sebab
akibat Instansi Pemerintah perlu untuk melakukan identifikasi kembali
apakah penjabaran outcome dalam pohon kinerja telah ter-eksplorasi
secara cukup. Instansi Pemerintah perlu berhati-hati jika ditemukan
adanya kealpaan dalam menuangkan kondisi/outcome antara pada

pohon kinerja.

j) Evaluasi derajat kepentingan masing-masing sebagai variabel yang
mempengaruhi kinerja. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi
derajat kepentingan masing-masing variabel. Pastikan variabel yang
menjadi penjabaran outcome dalam pohon kinerja memiliki pengaruh
yang besar bagi pencapaian outcome. Apabila ditemukan variabel yang
tidak terlalu memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome, maka

sebaiknya dieliminasi/dihilangkan.
4. TAHAP 4 Lengkapi dengan Indikator Kinerja

Apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah cukup
dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap variabel
dengan  indikatornya = masing-masing. Indikator harus mampu
menggambarkan pencapaian kinerja pencapaian kinerja suatu kegiatan,
program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil

(outcome), dampak (impact), dan terukur.

Indikator yang baik yaitu indikator yang memenuhi kriteria SMART,

yakni Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timebound.

a. Specific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan kondisi

yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda.

b. Measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara

objektif dan memiliki ukuran kuantitatif.

c. Attainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang
memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai,

namun juga tidak terlalu mudah dicapai.

d. Relevant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau

keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur.



e. Timebound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang

menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.

Gambar 4. Pohon Kinerja yang harus dilengkapi dengan Indikator
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Berikut ini adalah beberapa contoh pohon kinerja sederhana (parsial),
antara lain terkait permasalahan strategis kemacetan dan kemiskinan yang

disusun sesuai langkah-langkah di atas :

Gambar 5 Pohon Kinerja Menurunnya Kemacetan (parsial)
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Gambar 6. Contoh Pohon Kinerja Kemiskinan (parsial)
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Setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon kinerja
tersebut diterjemahkan menjadi nomenklatur program/kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didistribusikan ke setiap
jabatan dalam struktur organisasi, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.
Lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat dijadikan dasar rujukan dalam
menetapkan struktur organisasi instansi pemerintah. Dengan demikian,
nantinya struktur organisasi yang dibangun dapat mendukung pencapaian

kinerja yang diharapkan.



BAB IV
MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KE DALAM KOMPONEN
PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

Tahapan selanjutnya dalam penjenjangan kinerja adalah
menerjemahkan pohon kinerja yang sudah dilengkapi dengan indikator kepada
komponen perencanaan strategis. Proses penerjemahan ini adalah penting
dalam penjenjangan kinerja karena akan mempengaruhi distribusi kinerja

kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi.

Variabel-variabel kinerja beserta indikatornya yang telah disusun dalam
pohon kinerja, kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu
dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran

strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan.

Gambar 7. Komponen Perencanaan
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1. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja

Langkah awal yang dilakukan dalam menuangkan pohon kinerja ke
perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah dengan mengklasifikasi
pohon kinerja ke 3 (tiga) level kinerja, yaitu level kinerja strategis, level
kinerja taktikal, dan level kinerja operasional. Penjelasan lengkap tentang
ketiga level kinerja tersebut dan kriteria-kriterianya terdapat di Bab II
pedoman ini. Klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan

perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan.

Berikut contoh pengklasifikasian pohon kinerja ke dalam level kinerja
yang mengacu pada contoh parsial pohon kinerja kemiskinan pada gambar

berikut ini :



Gambar 8. Contoh klasifikasi level kinerja sederhana
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Langkah selanjutnya setelah mengklasifikasi level kinerja adalah
menuangkan tiap-tiap level kinerja tersebut ke komponen perencanaan dan
mendistribusikannya ke tiap level jabatan dengan memperhatikan beberapa

hal sebagai berikut :

a. Prinsip-prinsip menuangkan pohon kinerja kepada komponen

perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya

b. Skema dalam menuangkan level kinerja ke dalam dokumen

perencanaan dan perjanjian kinerja tiap jabatan,
c. Peraturan terkait penetapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

d. Mandat dan ruang lingkup tugas jabatan



Gambar 9. Skema penuangan pohon kinerja

ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan
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Langkah-langkah menuangkan pohon kinerja kepada komponen

perencanaan Pemerintah Daerah hampir sama dengan penjelasan
sebelumnya, tahapan awal dalam menuangkan pohon kinerja ke dalam
komponen perencanaan Pemerintah Daerah adalah dengan terlebih dahulu
mengklasifikasi pohon kinerja menjadi kinerja strategis, kinerja manajerial,

dan kinerja operasional.

Kinerja strategis perlu diurai menjadi beberapa jenis dan tingkatan
kinerja strategis. Gambar berikut adalah contoh klasifikasi level kinerja

dari pohon kinerja pengentasan kemiskinan di daerah.



Gambar ... Contoh Klasifikasi Level Kinerja Pemerintah Daerah

POHON KINERIA

Lewel Kinerja

(= = o e e e e e e e e e e e -

| Menurunnya |

| kerniski nani |

o : I | |
Kinerja Strategis Daerah —_— { ¥ ) |
| Peningkatan daya Meni ngkatkan Menurunkan |

| b=l pemeratan pendidikan PENESNEELrAN |
g |

| |

':jnerja Urus_anl'suburman — | Meni nigkatkan |
| Aksesibilitas pendidikan |
s F————-————————— - |
" —— il I i
I Fenurunkan pddk Keningkatkan dava |
Elner|a Taktikal — | putus sekalsh tampungsekalsh |
L e e — femm e ——————— [

Meni ngkatkan akses Meni nigkathkan
- Tekitkal pemiblayaan pendidikan partisipasl pendidikan
MU Tt penduduk miskin non formal

S R (R |

| Tersalurkannya Tersalurkannya dana I

beasizwa utk peserta BOF ke lernbasa

i i — I
Kinerja Operasional | didik kurang mampu pendidikan nonformal i

Selanjutnya berdasarkan klasifikasi level kinerja di atas, Pemerintah
Daerah menuangkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja

tiap level jabatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Menetapkan Kinerja Strategis Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran dalam

Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan strategis Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan
arah dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, serta diuraikan hasil
yang ingin dicapai instansi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan serta
strategi-strategi penting yang akan dilakukan agar hasil yang direncanakan
dapat dicapai sesuai harapan. Oleh karena itu, penentuan tujuan dan
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
harus mengacu pada kinerja strategis daerah yang menjawab isu-isu dan

permasalahan strategis daerah.



3. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan

Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Perencanaan strategis perangkat daerah menggambarkan peran
penting dan strategis suatu pemerintah daerah dalam mendukung
tercapainya prioritas pembangunan daerah dan menjelaskan alasan
keberadaan (eksistensi) perangkat daerah tersebut. Dalam menetapkan
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, dapat menggunakan
prinsip-prinsip dalam menerjemahkan kinerja ke komponen perencanaan

yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Menetapkan Kinerja Taktikal sebagai Sasaran Program dan Sasaran

Kegiatan

Langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja utama,
perangkat daerah menetapkan program dan kegiatan dengan mengacu
pada peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar program
dan kegiatan yang telah ditetapkan lebih spesifik ukuran keberhasilannya,
perangkat daerah menetapkan sasaran program, indikator program, dan
targetnya, serta menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan
target kegiatan dengan mengacu kepada pohon kinerja level kinerja

manajerial
5. Menetapkan Kinerja Operasional sebagai Sasaran Sub kegiatan

Langkah selanjutnya dalam rangka pencapaian kinerja utama,
perangkat daerah menetapkan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan mengacu pada peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam
Negeri. Agar sub kegiatan yang telah ditetapkan lebih spesifik ukuran
keberhasilannya, perangkat daerah menetapkan sasaran sub kegiatan,
indikator sub kegiatan, target sub kegiatan, dengan mengacu kepada

pohon kinerja level kinerja operasional.
6. Langkah-langkah mendistribusi pohon kinerja ke setiap jabatan

Pendistribusian kinerja dari pohon kinerja ke setiap jabatan pada
struktur organisasi instansi pemerintah dengan mengacu pada
pengklasifikasian level kinerja. Distribusi pohon kinerja ke setiap jabatan

pada Pemerintah Daerah mengacu pada klasifikasi level kinerja yang telah



ditetapkan sebelumnya. Berikut panduan dalam mendistribusi kinerja tiap

jabatan pada Pemerintah Daerah :
a) Kinerja strategis daerah sebagai ukuran kinerja Kepala Daerah

b) Kinerja strategis bidang urusan sebagai ukuran kinerja Kepala

Perangkat Daerah
c) Kinerja taktikal (intermediate outcome) sebagai kinerja Eselon III

d) Kinerja taktikal (immediate outcome) dan operasional (output aktivitas)

sebagai kinerja Eselon IV/Jabatan Fungsional.

Dalam mendistribusikan pohon kinerja menjadi kinerja setiap jabatan
pada suatu instansi pemerintah, perlu memperhatikan mandat dan ruang
lingkup kerja setiap struktur jabatan. Sebagai contoh, kinerja
“menurunnya penduduk putus sekolah” dalam struktur jabatan yang
terbagi pada 2 (dua) bidang, yaitu bidang pengelolaan Sekolah Dasar (SD),
dan bidang pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga
distribusi kinerja menyesuaikan dengan masing-masing bidang, yaitu
“menurunnya penduduk putus Sekolah Dasar (SD)” untuk bidang yang
menangani Sekolah Dasar, dan “menurunnya penduduk putus sekolah
Menengah Pertama (SMP)” untuk bidang yang menangani Sekolah

Menangah Pertama.

Selanjutnya, distribusi kinerja jabatan ke kinerja individu mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi terkait manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau

peraturan terkait lainnya yang berlaku.

Pemerintahan yang berorientasi hasil merupakan salah satu
perwujudan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi dalam
pengelolaan keuangan negara juga mengamanatkan terselenggaranya
penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penggunaan
uang negara tidak hanya berorientasi pada besarnya serapan anggaran
semata, namun juga diharapkan hasil dan manfaatnya dirasakan langsung
oleh masyarakat atau stakeholder instansi pemerintah. Untuk
mewujudkannya diperlukan komitmen setiap instansi pemerintah dan

didukung setiap elemen dalam struktur organisasi instansi pemerintah.



Pedoman penjabaran kinerja instansi pemerintah menjadi panduan
instansi pemerintah dalam menetapkan kinerja utama dan ukurannya
serta menjabarkannya ke tiap level jabatan, komponen perencanaan dan
anggaran. Dengan demikian, ukuran kinerja setiap level jabatan dan
ukuran kinerja dari penggunaan anggaran menjadi lebih relevan dengan

kinerja utama instansi pemerintah.




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH

A. PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA

1.1

1.2

1.3

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra)
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah.
Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.



1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 1I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat
Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan
untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang

masih operasional.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan

sasaran/target

Rencana Strategis

(Renstra)

Perangkat

Daerah periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-
C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ¥)....

Provinsi/Kabupaten/Kota

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah* ...........

Provinsi/Kabupaten /Kota**)

Indikator Target Renstra
Kinerja Target Perangkat Realisasi Capaian | Rasio Capaian pada
NO sesual Tugas [Target| Target Ind kg,at Daerah Tahun Tahun ke- Tahun ke-
dan Fungsi [NSPK| IKK [T 50 ke-
Perangkat ) _
Daerah 1{21314] 5 1 2 3 q 5 1 2 3 % 3
i) 12} i3] (4] (5] TS0 (T2 3L LS| (La)| (171 E)|(19)|(20)
............ , 20,
Kepala Perangkat Daerah ...,
Tabel T-C.24.

:
Rasio antara Realisasi dan

#**)  disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Uraian Anggaran pada Tahun | Realisasi Anggaran pada Rata-rata
s lee- Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
: 1 2 3 - 5 1 2 3 - 2 1 2 3 4 5 Anggaran | Realisasi
O elelwmlelelole lolog oy oy ToalogTos [oe [ (7 (18)
*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
**) diisikan dengan nama Provinsi/ Kabupaten /Kota




Setelah penyajian setiap tabel di atas, dikemukakan apa saja interpretasi
atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel T-C.23,
interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/
gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja
yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana
saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya
pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan
potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja

pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran
dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau
kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah,
misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya
manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini
ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan

pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota),
hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil
analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.



3.1

3.2

3.3

3.4

BAB 1III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil
pengisian Tabel T-B.35.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan
apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
Perangkat Daerah.

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga  dan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/
Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS).

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS).



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari :

1.
2.

gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga;

sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan
Perangkat Daerah; dan

implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan
Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian

ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani

melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO. | TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA

TUJUAN/ SASARAN

TAHUN KE-

1 (2}

13

()

=]

(¥l 15)

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TC.26.
Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : [Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)
MISIT : (Dvisi dengan misi RPIMD periode berkenaan)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Sasaran 1.1 Strategi 1.1 1. Arah Kebijakan 1.1
Tujuan 1 2. Basaran 1.2 1. Strategi 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2
3. Dst... 2. Dst........ 3. Dst...
1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Arah Kebijakan 2.1
Tujuan 2 2. Sasaran 2.2 2. Strategl 2.2 2. Arah Kebijjakan 2.2
3. Dsr... 3. Dst..... 3. Dt
Dst...... Dst...... Dst...... Dst......
MISIIT : [Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Arah Kebijakan 1.1
Tujuan 1 2. Basaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Arah Kebijakan 1.2
3. Dst... 3. Dsto...... 3. Dst...
1. Sasaran 2.1 4. Strategi 2.1 1. Arah Kebijakan 2.1
Tujuan 2 2. Basaran 2.2 5. Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2
3. Dst... 6. Dat........ 3. Dst...
Dst...... Dist...... Dist...... Dst......
Dat ...

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar

pernyataan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) periode berkenaan dengan tujuan,

kebijakan Perangkat Daerah.

sasaran,

strategi,

dan arah



Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan
dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan

dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya
menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah ..................... *)
Provinsi/Kabupaten/Kota.......................

Kir
Program dan
EE Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

target | Rp | Target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp

1 2 14) (5 [G] 7 18 19) 1a) [180) nz) (13) (14} (15 16) 7 s 19) 120} 121)

Keglatan...

Dist
*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah

**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).



Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini

ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kondisi Kondisi
Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
NO | Indikator periode RPJMD pada akhir
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun periode
Tahun 0O | ) 3 4 : RPIMD
(1) (2] (3) (4] 13 ] (7 =] 9

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya
disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSTANSI PEMERINTAH

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum
pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada
hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti
selama ini dijalankan, hendaknya mulai ditinggalkan. Pemerintahan yang
berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi
masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER1091M.PAN1512007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap
Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key
Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis
untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar
tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil
(outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Pemerintah Provinsi
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II adalah indikator hasil (outcome) yang
setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon IV Satuan
Kerja unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran

(output).



Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance
Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan
diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat
proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan
dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau
berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan
mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dan
mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Petunjuk pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini
dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus
dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan tujuan
penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan
pemahaman tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di berbagai instansi
pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas instansi pemerintah yang
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada akhirnya, setiap instansi
pemerintah tersebut akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam
perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian
penghargaan dan sanksi.

Dengan demikian, tujuan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan
sebagai berikut :

1) penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;

2) mereviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada;

3) pengembangan sistem pengukuran kinerja;

4) pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk
memberikan umpan balik di berbagai tingkatan organisasi dan pengguna
informasi kinerja;

5) diseminasi informasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan
indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja;

6) reviu dan evaluasi kinerja secara mandiri oleh instansi pemerintah

sampai satuan-satuan kerja terendah.



A. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'.
Di bawah ini akan diuraikan pengertian dari masing-masing kata tersebut.
Terdapat banyak pengertian atau definisi 'indikator', beberapa yang cukup
baik diantaranya adalah sebagai berikut :

¢ Indikator adalah statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian
kita yang membantu kita dalam membuat penilaian ringkas,
komprehensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek
penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan
Kesejahteraan, Amerika Serikat, 1969).

¢ Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur
perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak
langsung (WHO, 1981).

e Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi
petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat
digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).

e Indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau
kondisi. Misalnya berat badan badan bayi berdasarkan umur adalah

indikator bagi status gizi bayi tersebut (Wilson 8 Sapanuchart, 1993).

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa 'indikator' adalah
variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan
memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara
keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang
keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan.

Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi
dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan
dijadikan sebagai alat ukur. Berikut ini disajikan beberapa pengertian atau
definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan bahan untuk memahami
apa itu 'kinerja'

e Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang
diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau
mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

e Kinerja adalah wupaya dalam mencapai hasil dan capaiannya
(accomplishment). Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan
hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/

efesiensi/produktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan.



Jadi kinerja merupakan state of condition dari suatu pelaksanaan kerja
dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang
diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).

¢ Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan/program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Berdasarkan pengertian-pengertian atau
definisi-definisi di atas, maka pengertian 'indikator kinerja' dapat
dipahami seperti di bawah ini :

e Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau
hasil yang dicapai. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan,
baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang
diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

e Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya
kinerja yang diinginkan.

e Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja
yang dicapai.

e Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat
tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan,
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu,
indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari
organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam
rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan
strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk
menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/
kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja
pelaksananya.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu
perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kineja.
Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah

sebagai berikut :



1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur
dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);

3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis
dengan biaya yang layak. Indikator kinerja yang baik dan cukup
memadai, setidak-tidaknya memenubhi kriteria yang terdiri dari :

a) Spesifik

b) Dapat dicapai

c) relevan

d) menggambarkan sesuatu yang diukur

e) dapat dikuantifikasi dan diukur

Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau
kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat
tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Misalnya,
sasaran 'Meningkatkan tingkat kualitas pendidikan masyarakat' dengan

indikator :

Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang
namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi
pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan
juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih
dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak
ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.
Sebagai contoh, mengurangi tingkat kecelakaan merupakan hal yang realistis

namun tidak mungkin untuk menghilangkannya sama sekali.

Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat
mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya
dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan
dengan hasil yang diukur. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator
yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat
kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai
ukuran. Indikator tersebut harus rnernpunyai satu dimensi dan tepat secara

operasional.



Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu
fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena
dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas
atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. Dapat
dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai
dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat
dicapai. Sedangkan Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat
pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau

penjelasan mengenai suatu perilaku).

Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya
memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih
disukai. Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan,
indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan
yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program. Indikator kinerja
yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator
kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat
dikuantifikasi akan lebih mudah  mengumpulkan datanya, menghitung

capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah perlu
ditetapkan melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan
mempedomani kaidah-kaidah dalam penyusunan Keputusan Kepala Perangkat

Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu disajikan

sekurang-kurangnya menginformasikan sebagai berikut :

Tabel ...
Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah *).................

Provinsi Jambi

Tujuan / Indikator
No. Formulasi Sumber Data Ket
Sasaran Kinerja
(1) (2) 3) (4) (5) (6)
Tujuan
Sasaran
dst




Penjelasan umum :

¢ Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang paling menentukan
(strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi.

¢ Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang dipilih dari
sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

¢ Kolom (1) diisi nomor urut tujuan/sasaran.

¢ Kolom (2) diisi narasi Tujuan dan Sasaran.

e Kolom (3) diisi indikator Tujuan dan Sasaran.

¢ (Kolom (4) diisi rumus atau cara menghitung indikator kinerja sebagaimana
kolom (3).

¢ Kolom (5) diisi sumber data berasal dari bidang/bagian/akumulasi berbagai
bidang/bagian yang menangani indikator tersebut.

¢ Kolom (6) Informasi Tambahan jika ada.




LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN  PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian

Perjanjian  kinerja  adalah  lembar/dokumen yang  berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah wuntuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pemerintah Provinsi menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani
oleh Gubernur;

2. Kepala Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja.
Perjanjian kinerja ditingkat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah kemudian
ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah



3.

4.

Gubernur dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja

sesuai kebijakan internal.

Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah

telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu

bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,

tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a. Untuk tingkat pemda sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator
Kinerja Utama Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.

b. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan
dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator
kinerja lain yang relevan.

c. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan
outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator
Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian,

yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain
itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian
kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas :

a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun
tertentu;

b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam
lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh
dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus
memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi
alokasi dana-dana tersebut.

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi

kondisi sebagai berikut :

1.
2.

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



CONTOH
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......ccocoiiiiiiiinat.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

GUBERNUR JAMBI




CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1o Rp oo
B O Rp oo,
................... N210),0.¢
GUBERNUR JAMBI

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang
bersangkutan;

Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator
lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi
yang ingin diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;

Pada kolom program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah
yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;

Pada kolom anggaran diisi dengan besaran anggaran yang
dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan




CONTOH
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......c..cocoiviiiiint.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Pihak Pertama,




CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)
Program Anggaran
1o Rp oo
B O Rp oo

................... 210),0.¢

GUBERNUR JAMBI Kepala Perangkat Daerah,

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai
Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun
yang bersangkutan;

Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau
kondisi yang ingin diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut;

Pada kolom program diisi dengan nama program yang terkait
dengan sasaran strategis;

Pada kolom anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang
dialokasikan pada program tersebut;

Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang
penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi
atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA AKSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PENGUKURAN KINERJA

A. Pengertian

Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama yang
selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi adalah dokumen rencana tindak
dalam bentuk program/kegiatan secara sistematis untuk mencapai target
indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada
dokumen PK.

Rencana aksi meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama,
program/kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama, target
kinerja sebagai output/outcome pelaksanaan  program/kegiatan,
penanggung jawab program/kegiatan, pelaksana program/kegiatan, waktu
pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan penjelasan pengendalian pencapaian
target kinerja secara berkala.

Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah perlu disusun guna
mengetahui langkah-langkah maupun tahapan dalam upaya pencapaian
kinerja. Adapun tabel Rencana Aksi Kinerja yang perlu disajikan sekurang-

kurangnya menginformasikan sebagai berikut :



Tabel....

Rencana Aksi Kinerja (Perangkat Daerah*)

Provinsi Jambi

Target Kinerja Sasaran PROGRAM dan TARGET ANGGARAN PENANGGUNG Target Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (RP) Ket.
TR1 TR2 | TR3 | TR4 TR1 | TR2 | TR3 | TR4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Diisi Tujuan dan Seluruh Diisi Indikator Kinerja Diisi pada triwulan berapa indikator Diisi Program & Diisi Indikator Diisi Diisi jumlah Diisi nama Diisi pada triwulan berapa indikator
Sasaran Strategis Sasaran shgmn kolom 3 dapat dicapai Kegiatan apa sajayg || | Kinerja || Target || anggaran bidang/ | kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan
mendukung kinerja || program/kegiatan | Kinerja l program/ bagian/sub ||
~~ - /sub kegiatan | program/ | kegiatan/sub bidang /sub
V T kegiatan/ |t kegiatan bagian
1| sasaran PROGRAM ... v sub = ~———]| program/
kegiatan v kegiatan/sub
Kegiatan .... -\ /- kegiatan
v b—
Sub Kegiatan ... V
Kegiatan ....
Sub Kegiatan ....
Kegiatan ....
Sub Kegiatan ....
2 Sasaran dst ...

Nama Perangkat Daerah

Nama....

Pangkat




Keterangan :

Kolom (1) diisi nomor urut;

Kolom (2) diisi tujuan dan seluruh sasaran strategis;

Kolom (3) diisi indikator kinerja tujuan dan sasaran;

Kolom (4) s.d. (7) diisi pada triwulan berapa target indikator
sebagaimana kolom 3 dapat dicapai;

Kolom (8) diisi program dan kegiatan apa saja yg mendukung
kinerja sasaran;

Kolom (9) diisi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

Kolom (10) diisi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
Kolom (11) diisi jumlah anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
Kolom (12) diisi nama bidang/bagian, sub bagian/sub bidang
program /kegiatan /sub kegiatan;

Kolom (13) s.d. (16) diisi pada triwulan berapa indikator program/
kegiatan/sub (kolom 9) kegiatan dilaksanakan;

Kolom (17) keterangan informasi tambahan.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,

atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala yang sudah

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian

target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasi kinerja.

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah perlu disusun guna mengukur

sampai sejauh mana kinerja dapat dicapai. Adapun tabel Pengukuran

Kinerja yang perlu disajikan sekurang-kurangnya menginformasikan

sebagai berikut :

Tabel ...
Pengukuran Kinerja (Perangkat Daerah *).................

Provinsi Jambi

Tujuan/ Indikator o %
No. Sasaran L Target Realisasi .
. Kinerja Capaian
Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tujuan

Sasaran




Keterangan :
e Kolom (1) diisi nomor urut;
e Kolom (2) diisi tujuan dan seluruh sasaran strategis;
e Kolom (3) diisi indikator kinerja tujuan dan sasaran;
e Kolom (4) diisi target kinerja;
e Kolom (5) diisi realisasi kinerja;
e Kolom (6) diisi dengan persentase capaian kinerja (perbandingan antara

realisasi dengan target dikali 100%).




LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

B.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan  berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi
yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

Uraian singkat organisasi;

Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

Pengukuran kinerja;

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

PN

Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan
perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada
Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian
kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal
mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.



. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja
yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran
kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran
dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah wukuran keberhasilan yang menggambarkan
tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit
organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.

. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama
(IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi
dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator
kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu ditetapkan oleh
pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap
tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja
pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan
atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit
kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II)
sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan
dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan
indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data,
penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Sistematika Laporan Yang Dianjurkan Adalah Sebagai Berikut :
Bab1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;

2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan;

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

o

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu




PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)

Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,
akurat dan berkualitas.

Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
adalah :

a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas  kinerja
instansi pemerintah.

b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga
dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka apabila pereviu menemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan
penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit
pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas
kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu
Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu
Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan
dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel
dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum
ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a. Metode pengumpulan data/informasi
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi
data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

b. Penelaahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) secara ringkas
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan
strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan
strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan
sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.



c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau
informasi kinerja dalam laporan kinerja;

2. Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Hal yang direviu dan langkah-langkah  reviu yang
dilaksanakan;

4. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/
catatan pereviu.

d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat
pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari
laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemerintah
Daerah saja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya
mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau
kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang
tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar
penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat
pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa :

a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang
bersangkutan.

b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan
kinerja.

c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah
penyajian manajemen.

d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam
laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.

e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan
informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.

f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan
perbaikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan koreksi atas penyajian laporan kinerja
yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola
kerja.



CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMDA
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah (Pemda)
untuk tahun anggaran.............. sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggung jawab manajemen Pemda........

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan
kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, ........ 20...
Inspektur ..................

(nama Penanda tangan)
NIP.




CONTOH FORMULIR CHECKLIST REVIU

No. Pernyataan Chek List

[. | Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah
menampilkan data penting Instansi
Pemerintah

. Laporan Kinerja (LKj) telah
menyajikan informasi target kinerja

. Laporan Kinerja (LKj) telah
menyajikan capaian kinerja Instansi
Pemerintah yang memadai

. Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi pada
badan laporan

. Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan

. Telah menyajikan akuntablitas
keuangan

II. | Mekanisme .Laporan  Kinerja (LKj) Instansi
Penyusunan Pemerintah disusun oleh unit kerja
yang memiliki tugas fungsi untuk itu

. Informasi yang disampaikan dalam
LKj telah didukung dengan data yang
memadai

. Telah terdapat mekanisme
penyampaian data dan informasi dari
unit kerja ke unit penyusun Laporan
Kinerja (LKj)

. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/informasi di setiap
unit kerja

. Data/informasi kinerja yang
disampaikan dalam Laporan Kinerja
(LKj) telah diyakini keandalannya

. Analisis/penjelasan dalam Laporan
Kinerja (LKj) telah diketahui oleh unit
kerja terkait

.Laporan  Kinerja (LKj) Instansi
Pemerintah bulanan merupakan
gabungan partisipasi dari
dibawahnya.

III. | Substansi . Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja (LKj) telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam  perjanjian
kinerja

. Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja (LKj) telah selaras dengan
rencana strategis




10.

.Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang
memadai

. Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja (LKj) telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja

. Tujuan/sasaran dalam Laporan

Kinerja (LKj) telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja Utama

.Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang
memadai

.Telah terdapat perbandingan data

kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan = sebagainya yang
bermanfaat

. Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Individu telah cukup
mengukur tujuan/sasaran

.Jika “tidak” telah terdapat penjelasan
yang memadai
Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Individu telah
Specific Measurable Agreeable Realistic
Time-bounded (SMART)




LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

PETUNJUK TEKNIS
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PELAKSANAAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pelaksanaan evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan melalui dua
tahapan yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang

bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri.

A. Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi
Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara umum tentang
instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan
manfaat pra evaluasi, antara lain:

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja
utama atau peran dasar instansi pemerintah/unit kerja
yang akan dievaluasi;

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang
menjadi perhatian dalam evaluasi; dan

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi

secara berkualitas dan sesuai tujuan.



2. Jenis Data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Pra Evaluasi
Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa
data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi
pemerintah /unit kerja yang akan dievaluasi, antara lain:

a. Peraturan perundangan yang mendasari;

b. Mandat;

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan,;

d. Struktur organisasi;

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;

f. Permasalahan dan isu strategis;

g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);
h. Aktivitas utama;

—e

Sumber pembiayaan;
j- Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja;

k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
1. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak
terjebak pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena
pada dasarnya pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami
instansi pemerintah/unit kerja yang akan dievaluasi secara umum
yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam
merencanakan evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui
cheklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya
jawab sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi
data dan informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi
lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak
maupun elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra
evaluasi AKIP juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi

diantara beberapa cara tersebut.



B. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

1.

Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya. Data dan informasi yang

digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir

yang digunakan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) saat evaluasi berjalan. Isu penting yang

perlu diungkap melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta
upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai
kinerja berikutnya;

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja;

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa
variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan
komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif
instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.
Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam
Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-

masing komponen.



Variabel- variabel tersebut, yaitu :
a. Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada
setiap komponen.
c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menyajikan komponen, sub-
komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot

sebagai berikut :

Komponen

Perencanaan Kmer]a

Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas

Klner]a Internal

— Kinerja _- -

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian

dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun
Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dipetakan

sebagai berikut :



Komponen
1. Perencanaan

Kinerja.

Sub-Komponen
1. Dokumen

kinerja telah tersedia.

perencanaan

. Terdapat

. Setiap unit

Kriteria
1. Terdapat pedoman
teknis perencanaan kinerja.

. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
panjang.

. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
menengah.

. Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
pendek.

. Terdapat dokumen

perencanaan aktivitas yang
mendukung kinerja.
dokumen
perencanaan anggaran yang
mendukung kinerja.

satuan kerja

merumuskan dan
menetapkan Perencanaan
Kinerja.

2. Dokumen Perencanaan

kinerja telah memenuhi

. Dokumen Perencanaan

Kinerja telah diformalkan.

standar yang baik, yaitu | 2. Dokumen Perencanaan
untuk mencapai hasil Kinerja telah
dengan ukuran kinerja dipublikasikan tepat
yang SMART, waktu.

menggunakan . Dokumen perencanaan
penyelarasan (cascading) Kinerja telah
disetiap level secara logis, menggambarkan

serta memperhatikan Kebutuhan atas Kinerja
kinerja bidang lain sebenarnya yang  perlu
(crosscuttina). dicapai




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria

4. Kualitas Rumusan Hasil

(Tujuan/Sasaran) telah
jelas  menggambarkan
kondisi kinerja yang
akan dicapai.

Ukuran Keberhasilan
(Indikator Kinerja) telah
memenuhi kriteria
SMART.

Indikator Kinerja Utama
(IKU) telah menggambar
kan kondisi Kinerja Utama
yang harus dicapai,
tertuang secara
berkelanjutan
(sustainable-tidak sering
diganti dalam 1 periode

Perencanaan Strategis).

. Target yang ditetapkan

dalam Perencanaan
Kinerja dapat dicapai
(achievable), menantang,

dan realistis.

. Setiap Dokumen
Perencanaan Kinerja
menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan,
serta selaras antara

Kondisi/Hasil yang akan
dicapai di setiap level

jabatan (Cascading).




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria

9. Perencanaan kinerja dapat

10.

memberikan informasi
tentang hubungan kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan
aktivitas antar  bidang/

dengan tugas dan fungsi

lain yang  berkaitan
(Crosscutting).

Setiap pegawai
merumuskan dan

menetapkan Perencanaan

Kinerja.

3. Perencanaan Kinerja
dimanfaatkan
mewujudkan hasil

berkesinambungan.

telah

untukl

yang

. Anggaran yang ditetapkan

telah mengacu pada Kinerja

yang ingin dicapai.

. Aktivitas yang dilaksanakan

telah mendukung Kinerja

yang ingin dicapai.

. Target yang ditetapkan

dalam Perencanaan Kinerja
telah dicapai dengan baik,
atau setidaknya masih on

the right track.

. Rencana aksi kinerja

dapat berjalan  dinamis

karena  capaian  kinerja

selalu dipantau secara
berkala.
. Terdapat perbaikan/

penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja

sebelumnya.




Komponen

Sub-Komponen

. Terdapat

Kriteria
perbaikan/

penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kinerja
dalam mewujudkan
kondisi/hasil yang lebih
baik.

Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli,
serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang

telah direncanakan.

. Setiap pegawai memahami

dan peduli, serta
berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang

telah direncanakan.

2. Pengukuran

Kinerja.

1. Pengukuran Kinerja telah

Dilakukan.

. Terdapat pedoman Teknis

pengukuran kinerja dan

pengumpulan data
kinerja.
. Terdapat Definisi

Operasional yang jelas
atas kinerja dan cara
mengukur indikator

kinerja.

. Terdapat mekanisme yang

jelas terhadap
pengumpulan data kinerja

yang dapat diandalkan.




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria

2. Pengukuran Kinerja telah
menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara
Efektif dan Efisien dan
telah  dilakukan secara
berjenjang dan

berkelanjutan.

. Pimpinan selalu terlibat

sebagai pengambil
keputusan (Decision
Maker) dalam mengukur
capaian kinerja.

Data kinerja yang
dikumpulkan telah
relevan untuk mengukur

capaian kinerja yang

diharapkan.

. Data  kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian

kinerja yang diharapkan.

. Pengukuran kinerja

telah dilakukan secara

berkala.

. Setiap level organisasi

melakukan pemantauan
atas pengukuran
capaian kinerja  unit

dibawahnya secara

berjenjang.
. Pengumpulan data
kinerja telah

memanfaatkan Teknologi

Informasi (Aplikasi).

. Pengukuran capaian

kinerja telah
memanfaatkan Teknologi

Informasi (Aplikasi).

3. Pengukuran Kinerja telah
dijadikan dasar dalam

pemberian Reward dan

. Pengukuran Kinerja

telah menjadi dasar

dalam penyesuaian




Komponen

Sub-Komponen
Punishment, serta

penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja yang

efektif dan efisien.

Kriteria
(pemberian/pengurangan)

tunjangan kinerja/

penghasilan.

. Pengukuran Kinerja telah

menjadi dasar dalam
penempatan/
penghapusan Jabatan

baik struktural maupun

fungsional.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian (Refocusing)

Organisasi.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian Strategi

dalam mencapai kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian Kebijakan

dalam mencapai kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian Aktivitas

dalam mencapai kinerja.

. Pengukuran kinerja telah

mempengaruhi
penyesuaian Anggaran

dalam mencapai kinerja.

. Terdapat efisiensi atas

penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja.

Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli
atas hasil pengukuran

kinerja.




Komponen Sub-Komponen Kriteria
10. Setiap pegawai
memahami dan peduli
atas hasil pengukuran
kinerja.
3. Pelaporan 1. Terdapat Dokumen Laporan |1. Dokumen Laporan

Kinerja.

yang menggambarkan

Kinerja.

Kinerja telah disusun.
2. Dokumen Laporan
Kinerja telah disusun

secara berkala.

3. Dokumen Laporan
Kinerja telah
diformalkan.

4. Dokumen Laporan

Kinerja telah direviu.

telah memenuhi Standar

menggambarkan Kualitas

atas Pencapaian Kinerja,

informasi keberhasilan/
kegagalan kinerja serta
upaya perbaikan/
penyempurnaannya.

5. Dokumen Laporan
Kinerja telah
dipublikasikan.
6. Dokumen Laporan
Kinerja telah
disampaikan tepat
waktu.
2. Dokumen Laporan Kinerja 1. Dokumen Laporan

Kinerja disusun secara

berkualitas sesuai
dengan standar.

2. Dokumen Laporan
Kinerja telah
mengungkap seluruh
informasi tentang

pencapaian kinerja.

3. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan
perbandingan  realisasi
kinerja dengan target

tahunan.




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria
4. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan

perbandingan  realisasi
kinerja dengan  target

jangka menengah.

. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan

perbandingan  realisasi

kinerja dengan realisasi

kinerja tahun-tahun
sebelumnya.
. Dokumen Laporan

Kinerja telah
menginfokan
perbandingan  realisasi
kinerja dengan realiasi
kinerja dilevel nasional/
internasional

(Benchmark Kinerja).

. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan kualitas

atas capaian kinerja
beserta upaya nyata

dan/atau hambatannya.

. Dokumen Laporan
Kinerja telah
menginfokan efisiensi
atas penggunaan

sumber daya dalam

mencapai kinerja.

. Dokumen Laporan

Kinerja telah

menginfokan upaya




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria
perbaikan dan

penyempurnaan kinerja
ke depan (Rekomendasi

perbaikan kinerja).

3. Pelaporan Kinerja telah
memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja

berikutnya.

. Informasi dalam laporan

kinerja selalu menjadi
perhatian utama
pimpinan (Bertanggung
Jawab).

. Penyajian informasi

dalam laporan kinerja
menjadi kepedulian

seluruh pegawai.

. Informasi dalam laporan

kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian aktivitas

untuk mencapai kinerja.

. Informasi dalam laporan

kinerja berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian

penggunaan  anggaran

untuk mencapai kinerja.

. Informasi dalam laporan

kinerja telah digunakan
dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan

kinerja.

. Informasi dalam laporan

kinerja telah digunakan
dalam penyesuaian
perencanaan kinerja
yang akan  dihadapi
berikutnya.




Komponen

Sub-Komponen

Kriteria

7. Informasi dalam laporan

kinerja selalu
mempengaruhi
perubahan budaya

kinerja organisasi.

4. Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja

Internal.

1. Evaluasi

Akuntabilitas

. Terdapat

pedoman

Sumber Daya yang

memadai.

Kinerja Internal telah teknis Evaluasi AKIP
dilaksanakan. Internal.
Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan pada
seluruh  unit  kerja/
perangkat daerah.

. Evaluasi AKIP Internal
telah dilaksanakan
secara berjenjang.

. Evaluasi Akuntabilitas . Evaluasi AKIP Internal
Kinerja Internal telah telah dilaksanakan
dilaksanakan secara sesuai standar.
berkualitas dengan | 2. Evaluasi AKIP Internal

telah dilaksanakan oleh

SDM yang memadai.

. Evaluasi AKIP Internal

telah dilaksanakan
dengan pendalaman

yang memadai.

. Evaluasi AKIP Internal

telah dilaksanakan pada
seluruh  unit  kerja/

perangkat daerah.

. Evaluasi AKIP Internal

telah dilaksanakan
menggunakan Teknologi

Informasi (Aplikasi).




Komponen

3.

Sub-Komponen

Implementasi SAKIP telah
Meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga

memberikan kesan yang

nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi
Kinerja.

Kriteria
1. Seluruh rekomendasi

atas hasil evaluasi AKIP

internal telah
ditindaklanjuti.

2. Telah terjadi
peningkatan
implementasi SAKIP
dengan  melaksanakan
tindak lanjut atas
rekomendasi hasil

evaluasi AKIP internal.

3. Hasil Evaluasi AKIP
Internal telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan dan
peningkatan

akuntabilitas kinerja.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP

Internal telah
dimanfaatkan dalam
mendukung  efektifitas

dan efisiensi kinerja.

S. Telah terjadi perbaikan
dan peningkatan kinerja
dengan memanfaatkan
hasil AKIP

internal.

evaluasi




. Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Instansinya masing-
masing setiap tahun. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh

tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

. Evaluatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
yakni perangkat daerah/unit/satuan kerja. Perangkat Daerah/unit/
satuan kerja yang diuji petik (sampling) untuk dievaluasi disesuaikan
dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai
berikut:

- Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja
karena fokus perbaikan adalah pada level “Pusat”;

- Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada
“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja;

- Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada
“Klaster Utama” dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga
perlu sampling unit kerja yang ada pada “Klaster Pendukung” dengan
jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit
kerja pada “Klaster Utama” harus minimal “Baik” (Rata-rata B);

- Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada
“Klaster Utama” dan “Klaster Pendukung” dengan jumlah sampling
masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja
yang ada pada “Klaster Tambahan” dengan jumlah sampling
minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada
“Klaster Utama” harus minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);

- Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh
klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-masing
minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada
“Klaster Utama” harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A) dan
nilai rata-rata sampling unit kerja pada “Klaster Pendukung” harus

minimal “Sangat Baik” (Rata-rata BB);



- Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada

seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah sampling masing-

masing minimal 3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja

pada seluruh klaster harus minimal “Memuaskan” (Rata-rata A).

Berikut daftar klaster untuk sampling unit kerja dalam evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah

Daerah :

A~ W

1.

10.

11.

12.

Utama
Perencanaan

Pembangunan
Daerah

. Pengawasan

Internal

. Pendidikan
. Kesehatan
. Pekerjaan umum

dan penataan
ruang

. Perumahan

rakyat dan
kawasan
pemukiman

. Ketentraman,

ketertiban, dan
perlindungan
masyarakat

. Sosial
. Pertanian

(Pilihan)
Kelautan dan
Perikanan
(Pilihan)
Perindustrian
(Pilihan)
Pariwisata
(Pilihan)

N Oy g A

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Pendukung

. Tenaga Kerja
. Pemberdayaan

perempuan dan
perlindungan anak

. Pengendalian penduduk

dan keluarga berencana

. Pangan

. Pertanahan

. Lingkungan hidup
. Administrasi

kependudukan dan
pencatatan sipil
Pemberdayaan
masyarakat dan desa
Perhubungan
Koperasi, usaha kecil
dan menengah
Penanaman Modal
Kepemudaan dan olah
raga

Perpustakaan
Kebudayaan
Kehutanan

Energi dan Sumber
Daya

NGk N

10.

Tambahan
Komunikasi dan

informatika
Statistik
Persandian
Kearsipan
Kesekretariatan
Kepegawaian
Keuangan

Aset (Barang
Milik Negara/
Daerah

Rumah Sakit
Pendidikan dan
Pelatihan




4. Pengisian LKE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan setiap sub-komponen dinilai
berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan

dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi

atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

AA (Bobot nilai
100)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak

menjadi percontohan secara nasional.

A (Bobot nilai 90)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB (Bobot nilai
80)

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

(100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

B (Bobot nilai 70)

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi (>75%-100%).

CC (Bobot nilai
60)

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi (>50%-75%).

C (Bobot nilai 50)

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah

terpenuhi (>25%-50%).

D (Bobot nilai 30)

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

telah mulai dipenuhi (>0%-25%).

E (Bobot nilai 0)

Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas

kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam
pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan
beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada

sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh

nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.




5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil

memberikan

akhir dari penjumlahan komponen-komponen

gambaran tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP), dengan kategori predikat sebagai berikut :

Predikat

Interpretasi

AA

(Nilai > 90 — 100)

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh
unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A

(Nilai > 80 - 90)

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/
unit kerja dapat memimpin perubahan dalam
mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil,
karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 4/pengawas/sub
koordinator.

BB

(Nilai > 70 — 80)

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada
2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun
unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
dan  berbasis teknologi  informasi, serta
pengukuran 3/koordinator.

B

(Nilai > 60 — 70)

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada
1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.
Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan
pada unit kerja, serta komitmen dalam
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja.




CC

(Nilai > 50 — 60)

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya
akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C

(Nilai > 30 - 50)

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

D

(Nilai > O — 30)

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen Kkinerja sehingga masih
perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya
sangat mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator

dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh

supervisor tim.

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim

evaluator,

terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan

penetapan kategori hasil evaluasi.




PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI AKIP

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP
harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP disusun berdasarkan
berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah
didokumentasikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan
berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan
rekomendasi perbaikan peningkatan AKIP.

Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian dianalisis (pemilahan,
pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi) sampai pada
simpulannya dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Pada instansi
pemerintah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil
evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi
tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan
dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Unit Kerja yang dievaluasi oleh evaluator
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, disampaikan kepada pimpinan
unit kerja yang dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah yang bersangkutan. Ikhtisar keseluruhan dari
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut kemudian disampaikan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE), selain bentuk surat (short-
form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian
yang panjang (long-form). Secara garis besar, penyusunan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat
disampaikan seperti berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

b. Latar Belakang Evaluasi

c. Tujuan Evaluasi

d. Ruang Lingkup Evaluasi

e. Metodologi Evaluasi

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja



g. Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi Pemerintah/Unit Kerja
h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode
sebelumnya dievaluasi)
2. Gambaran Hasil Evaluasi
a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan
tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
5) Evaluasi atas Capaian Kinerja.
b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
3. Penutupan
a. Simpulan
b. Dorongan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Perangkat Daerah Tahun 20...

1 |Perencanaan Kinerja 30,0 0,0

2 |Pengukuran Kinerja 30,0 0,0

3 |[Pelaporan Kinerja 15,0 0,0

4 |(Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25,0 0,0
Belum Input 0,0
Predikat Predikat
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LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

20“0‘
' _ Milai ) U niit Wit Milai
SRS RIS T [ R Sotxol Instansi RN LA Pendukung Tambahan m Akuntabilitas Kinerja
1 |PERENCAMNAAN KINERJA 30,00 0,00 0,00%:
1.a)Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 6,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.6|Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran kKinerja yang SMART, menggunakan )
penyelarazan (cascading) disetiap level secara logis, seria memperhatikan R0 | Saumiis 0,00 0.00%
kinerja bidang lain (crosscuting) 0,00 0,00 0,00 0.00
- - - - -
L = F"aranc.an aan Kinarja telah dimanfaatkan untuk mewuwjudkan hasil yang 1500 | Betum Diisi 0.00 0.00%
berkesinambungan 0,00 0,00 0,00 0,00
Z |PENGUEURAN KINERJA 30,00 0,00 0,00%
2.a]Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.b]Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja )
secara Efekiif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan %00 | Belumiis 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 c]Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
Punizhment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektf 15,00 | Belum Diisi 0,00 0,00%
dan efisien 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |PELAPORAN KINERJA 15,00 0,00 0,00%
J.a] Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinarja 3,00 Bed um Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3.b|Dokumean Laporan Kinerja telah memanuhi Standar menggambarkan Kualitas
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilankegagalan kinerja seria 450 | Bedum Diisi 0,00 0,00%
upaya perbaikan/penyempurmaannya 0,00 0,00 0,00 0,00
J.c)|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian .
strategikebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 7,50 | Welum i 0,00 0,00 0,00 0,00 01K 0%
4 |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25,00 0,00 0,00%:
4.a]|Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5,00 | Belum Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 _b]Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Intarna_l ielah dilaksanakan secara berkualitas 750 | Belum Diisi 0.00 0.00%
dengan Sumbsar Daya yang memadai 0,00 0,00 0,04 0,00
4 c|implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Imternal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas 12,50 | Belum Ddisi 0,00 0,00%
dan efisiensi Kinarja 0,00 0,00 0,00 0.00

Hilai Akuntabilitas Kinerja




LKE Instansi

1 | Dhoboumaan Pade o amaan kinarja telah bersedia | 500 |
arid

InsEtangi
Jawaban  Milai
FERENCAMAAN HIMERJA .

o oi porat St o porss i ieria Bobok

DafMar Evidemce

IE‘lIlﬂ Liiid

ardapat pedoman 1k P e an Can dan Kina i
—— — ———

ardapat dokiimian parencanaan kinara Fhe ] panjang

ardapat dokumen Pmrencanaan unana gk -'unr-'.-'ng.'ul'

ardapat dokumen Pmrencanaan unana angka pandak

ardapat dokumen prancanaan aklvilas yang g Lk, ANy winana

1 b Dok umen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu

LITEL

- |

ardapat dokumen Parancanaan angoaran yand e MR Lok g ki

S lap unil'sallan kana merumuskan dan mensiapkan Perencanaan Kl'li'lil

untuk mancapsl Fas il dengan ukoran kinerj yang SMART,
TR TR B Ny el T [ e i i) RSl B ] S ada kogis,
serta mamperhatikan Kieerja Didang ain (cross cutting)

& 00 Bl o D

Hrilaria

Dok maais Parancanaan Fnerja slah ditsmmalkan

1
2 | Dhokii i Praran can aain B ned)a selah dip b sl kan lep et wakibi
3| Dokuman Perancanaan Klnerja elah menggambaran Kebuiuhan atas Kinafa sebanamya yaing pai
diapa
4| Hualimas Rumiisan Hasd (TujuandSasaran jielah jelas manggambaikcan kondis kinea gang akan dcapai
6| Ukuran Febarhasd lan (indiaior Blnaa) klah memanuhl irmeria SMART
5| indilcior Kinsarja Utama (B0 ) felah manggamb arican kondis! Knara Utama yang hans oo, riuang
SaCala barkel anjutan |susianabbs - fdak soaing diganil dalam 1 peniods Perancanaan Sraiegis
[ 7 | Targal yang disapkan dalam Parencanaan Hiref s dapal dicapal [achsvabls |, menansang, dan realsis
8| Balap Dokuman Parancanaan Kinerja manggambarkan hubungan yang batkasinambungan, sera
salaras aniara KondsiHasil yang akan dicapal di selap lewal jabatan [ Cascading )
| 9| Perencanaan kinarja dapal membarnikan infommasi kniang hubungan kinerja, siralegi, kebijakan, bahkan
akil vitas antar bidangidengan ugas dan fungsl lain yvang barkaiian (Crossosging)
[1 o[ Perencanaan Frsrja tekah dimantaataan ek maraUjudiean ha sl yang 15,00 R
berkesinambungan
e

ﬂu'uﬁ.:lm-'u yang dilelapkan ialah mangaous pada Kinaha yang ingin dcapa

Aktivitas yang diaksanakan elah manduloung HKinana yang ingin dcapal

RefCana aksi kinerja dapat barjialan dinamis karana capalan kinafa salalu dipantais socan barkala

Tardapat perbaikanipa e mpurmaan Dokoman Parancanaan Kinea yang dsapkan dan hasil analsis
parbaikan kinerja sebabimnya

5| Tardapat perbaikanipanyampurnaan Dokuman Paranoanaan Kinera dalam mensujuedian kondsihasd
yainig kabih baik
6| Balap unitsatuan karjan Bakomiimen dal am mendcapal kingra yang belah dnencanakan
[ 7| Pimpinan eribat dalam mancapal kinana yang Wlah direncanakan
8| Balap Pegasai baromiman dalam mancapal Mnafa yang ielah direnoanakan
9| Kinsarja indhvidu ielah selaras dangan kinarja organisas
"2 [PENGURURAN KINERJA | 3000 | | []
| 2| Pengukiuran Kiretja telah dilakukan | 6o | | AT
1| Tardapat pedoman lehnis penguiinan kinara dan pangumpulan dasa kinara
Z| Tardapat Dedindsi Oparasonal yang jelas alas kinana dan cara me gk rdibaios bdnerja
3| Tardapat makan s yang jelas iehadap pengumpulan daia knerja yang dapat dandalian
[2 0| P gk uir i i Rlah mek ngadil ko biulan dalam mewujudkan Kinerja
socars Eektl dan Efisbon dan lukah dlakuoan secara b rjang dan tTi] Bl urn Dl
[T TR T A T

Daba kireera yang dkumpulkan iolah relesan wilk mangulor capalan kinada yang dharapkan




Bobot

Inatans
Jawaban Hilai

a yang diharapkan

F'h.-ﬁi-\.harm ki i) i ek o i b S S L""H i

Bailap lewel organisas malakukan paman@dan aias pengukuran capalan kinoha wndt dibasahngea
saCara barnerjang

oY

[ 2o Pengukuran Kirerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Fewand dan

Pangumpdlan daia dnsra dan pengukuran caoaian kdeeria islah mamaniaakan Teknalog indormas
A libaasi )

Dafar Evidemce

Punishment, serta pemesuaian strategi dakam mencapai kinerja yang 15,00 Birlum Dl
ofaktl dan efisen

Pimpinan selalu leribal sebagal pangambil kepuissan | Decision Maker) dalam menguiur capalan

]

—
P ki rain bl nagija dedah memip e anshi panyesisaian [Rakoo
et T Rl el — ——

Pangukuran Kinsrja telah mien sl oasar ol S P s S0 e Dol i nepa ngiirang an | Winjainigan
i g a pa g i s |

Panqukuran Kinarja iolah manjadi dasar dalam paneimgaianpenghapusan Jabatan baik sirukiunal
maLpun urgsiona

54 3] Oppanid Sl
==

Pangukiiran bnarja elah mampengarnhi pemsessakan Sralegl dalam mancapal kinea
Pangukuran kneria ilah mampendgansil peisssakan Kabhiakan dalam mancapal knara

Pangukuran kineria klah mampenganshil pansssakan Akiivilas dalam mancapal k nara

Pangukuran kneria elah mampenganhil parsesakan Snggaran dalam mencapal kinara

ardapat afisans aran dalam mancaps kil

S laE unil'satuan kafa memahamd dan peduli 3% hasdl psng ukiran ks a

FELAPOEAN BMER.JA 1500 [1]

s lap pagaal mreamahami dan peduli aias hasi prangukiuran kinara

Tiirida Et Dnhmnnuﬂanram mn:gemhﬁrhan EMPE E.E:I BT DHTH

DloskiLimian Laponan H'.l'h"||'| jalah disisian

- i i
[<]
] I.-I I— =1 [ ':ul'-l -:I-I-\.-IJ-

DloskiLimian Laponan k'.l'lh"lu'l jalah disisin secara barkala

DloskiLimian Laponan H'.l'lh"lu'l jalah direwiu

Dok man Laporan K.n.-'|.'| el ah dipuldikasikan

I'\-' f

Ik

Dliskoli M Laiporain k’.u'n.-'|.'| {adaih disampaikan pat sakiu

Dok wimian Lapeoran Ming rja telah imeis rihi STandar i ngae bakoa mn
Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi kebechasilariegagalan 450 Bl un D
KN rj S e Ly @ o b iR U Ty T R N Py

DloskiLimian Laponan H'.l'lh"||'| jalah diformalkan

Diokiumian Laporan Knana disusen secara Barkualilas sasual dangan standa

Dokuman Laporan Mnafa lslah mangungkap sakinsh informas @nkang pancap sl an kineha

& falral=

Dokilman Laporan HKinarja felah mangindokan analsis dan avakias renlEasi kineda dangan argat
ahunan

[

Dokumen Laporan Kinara ielah manginiockan analisis dan evaluas realisasi kinera dangan arget
areg e e ah

i}

Dok uma Laporan Kinaha ielah manginiokan analsis dan avaliaas realsasi Kinena dengan roalisas
kinarja hun-ahon sebel umnya

Dokuman Laporan Kinara ilah manginiokan analsis dan avabias realisasi kinedja dengan realias
Mnarja di level nasional iniemasional [Banchmark Hinssa)

Dokuman Laporan Kinara ielah mangindokan delad kinatja dalam kaberhasilanfagagalan manapa
lairged kinar a

Dokuman Laporan Kinarja ialah manginiokan kualilas aas kebamasilandkagagalan mancapai @rgal
kinarja basalia upaya nyala danfaiau hambaannya

Dokuman Laporan Kinara ielah manginiokan efisksans alas panpgunaan sumbsar dasa dalam mesnapa

BTG

Dodkcuman: Laporan Kinana ielah manginiokan upaya parb-aldan dan panga mpurmaan kKinenja ke dapan

|Rabmandas parbakan kinara




Komponen/Sub Komponen/Kriteria Daftar Evidence

3.c|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi'kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
1|Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhafian utama pimpinan {Bertanggung Jawab).
2|Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

3|Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai
kinerja.
4|Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja.
5|Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
&|Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan
dihadapi berkutnya.
7Informaci dalam laporan kinerja selaly mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4 [EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 15,00 []
#.a|Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan 5,00 Belum Dils
1|Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2|Evaluasi Akuniabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerjalperangkat daerah.
A|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan secara berjenjang.
b|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara
berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
1]|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan sesuai standar.
2|Ewvaluasi Akuniabilitas Kinerja Intemnal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
3|Ewvaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemnal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

4 |Ewvaluasi Akuniabilitas Kinerja Intemnal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerjalperangkat dasrah.

5
c

7,50 Belum Diisi

7,50 Belum Diis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) 12,50 Belum Diis
dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
1|Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi skuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjut.

2| Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi
hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

4|Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan
efisiensi kinarja.

Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas
kinerja intemal.

L

o
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2 Uit Btk
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1| Tardapat pedoman lekns Denancanaan kinana

2| Tardapat dokumian Tl kinsara jangka panian

ardmpak o ok mian s [y ]

4| Tardapat d okuman

5| Tardapat dokuman

_-E- 0 D o oo LI TG o P Il AT 0 M) i il v v ki g i rj
| Dhodumian P i aima an K inerja elah memanuhl standar yang bak, yaitu

unkuk mancapal Fasil dergan ukuran kKinerja yang SMART,

manggunakan pmyearasan [Cascading) disotiap kvel Socana ogis,

sorta mam per hatikan kirerja bidang kin (cross cutting)

Boribariai

Dokumen Perencanaan Kinerja kelah dilormalkan

Dl e Prarancanaain Fneia telah dipubl ke kan jepab sabki

Diokeuman Perancanaan Fnerja klah manggambaian Kebuidhan atas Knarha saebanamya yang peiu

dscapa

Hualimas Rumisan Hasd (TujuandSasananiolah jelas menggambarkan kondis kKinana yang akan dcapal

s N ol

T diT

7o i

500 Bl o D

i |wa | =

-

Lkuran Kebarhaslan (ndkator Finerja) mlah memenuhi briecia S-ht-!a.F-.T

Wrdihaaand Kinsarja Litaama | IO tad ah im ngegaimibiara kondisl Kinsa LUGama yang hars g, erian g
SnCara b rhie] anjutan |susiainabls - Idak saring diganil dalam 1 poricds Perancanaan Braiegis

Tangui yang distapkan dalam Parencanaan Kinatja dapal dicapal {achsvabda ) menantang, dan realsis
Balap Dokuman Parancanaan Kinana manggambarkan hubungan yang berkasnambungan, seria
salaras aniara KondisiHasil yang akan dcapai @ soiap lewel jabatan (Cascading |

?'h.-'-h'a..n'.:..ﬂ kinsarja dapal membai kan infomas sniang hubungan kKineja, strabegl, kabhdjakan, bahkan
il vt antar Bidangidengan ugas dan fungs lain yarg e iEn (1O Cuding

1O S Wby e B i W T iU Missiean dan manaiaphan Paraicanaan Kinoda

11| Bullap podawal msarumiasskan dan menalapkan Poanenosnaan B
Peremncanaamn Birerja okbh dinnantasathcan untuk mesujedian hasi yang
b B i LG

Hori b iai

Anggaran yang dilelapkan lelah mengaos pada Kineia yang ingin & capal
Akiliviias yang diaksanakan mlah menduiung Kinarja yang ingin dicapai
Tangal yang disapian dalam Parencanaan Kinalja klah ocapal dengan badk, sty setidaknya masih on
tha nigiot rack

(e [l

L]

L]

1

(=]

15,00 Bl Dl

i Jwa | =

(=]

Rancana absi kKineria dapat barjalan dinamis karena capalan kinera selalu dipanas secan barkala
Tardapat perbalkan’pansampurnaan Dokuman Parancanaan Binenja yang disaokan dan hasil analsis
o b kinarja sebbamnya

Tardapat perbaianipa i mpurm aan Dokuman Parencanaan Kingna dalam mesiedian kondsihasd
wai"i] Dl Gk

Salap unitsatian kanfa mamahami dan pedull, seta bervomman dalam maencapal Mnana yang talah
et kel

Balap Pegaaal memahami dan pedul, saa berkommitimen dalam mancapal Mnerja yaing kelah

Gt kel

£

=

o

- |

2 [PEMGUHLURAMN FINER.A 30,00 d
F'\tmdl LT ik HinnE i lah dilak ks E&l Belum thid

ardapat pedoman 16enS Dangukinain Kinaja dan pangumpulan o kinaa
ardapat Dednsi Opanas onal vang [elas alas kinars dan cara mengukis ndikas knea
ardapal makanisrs yandg jelas lathadap pengumpalan dala knerja yaing dapat dandalkan

(2] L —Ii:l
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D P TS Al [F O P T T i Bobat

Fangukuran Kirerja telah menjadi kebuiuhan dalam mewujudkan Kinerja
sEcana EFekel dan Efisien dan telah dlikukan secara barpnjang dan 5 00 Bl un DHid
b knjutan

Dafar Evidermcd

Pimpinan selalu wribai sebagal pangamibel kopuotesan | Docison Raker dalam manguloir capaian

Db kinana yang dkumpulkan ialah relesan wiiok mendguiosr capalan ke a yang & harapkan

Data kinara yang dkumpulkan ielah mandukosg apaian dnerfa yang diharapkan

Panqukuran knerja ielah dilakukan secamn barkala

Sl a D g
———

Pangukuran Kirerja telah dijadikan dasar dalvm pemberian Rewand dan

Salap lewel organisas malakukan pamantdan aas pangukuran capalan kinaha wunit dibassahnga

Pangumpdiilan data knaha telah mamant Wb Indormnagd {Aoika i)

7| Pangukuran capaian knsna felah mamanisaian Teknokogl ndoomas (ApEkasi)

Punishment, serta permyes uaian strategi dalam mencapai kinerja yang 15,00 Birlun Diisi
arfaitl can &l en

e
Panqukuran Kinana iolah manjad dasar dal s o mges S bam (peemib e i nipa rang an | benjasngan
ki naarj afpanghiasilan

Pangukuran Hinara lalah manjad dasar dalam panampalanpanghapusan Jabasan baik srukiinl
malpun Lngsona

Pangukuran kinarja elah mampenganhi panyessaan [Rekooesing) Dmanisas

Panqukuran Mnarja elah mempengandhi panyeseaian Sraioeql dalam mancapai kinarja

Panqukuran Mnarja elah moempengandhi paenyeseaian Kobiaan dalam moncapal kKnarja

Panqukuran Mnarja telah mempengandti panyssssaian Addivias dalam mencapal Mnsara

Panqukuran Mnerja elah maempengandhi paenyessaian Anggaran dalam mencapai kinarja

Tardapal afgensi alas penggunaan anggaran dalam mancapal kinata

Salap unilsalian kafja mamahami dan peduli atas hasil pengukuran lnarja

Salap pagawal mamahaml dan peduli alas hasil panguliuran knaha

FELAFORAN KMERJA [500 | |

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 300 | | A

Dokumaan Laporan Knara ielah disosen

Dokumaan Laporan Hnarja lalah disussn secara barkala

Dokuman Laporan Hinana ialah dilormalkan

Dokuman Laporan Hnatja lalah dingsdu

Daokcumaan Laporan Kinara ielah dipobdikasikan

Dkivimaay Laiporan Kinsrja ielah O ssmpaican spat ssakiu

i HEEENEEENN
| i | o] e ] | ] =] e P s ] ] I e B ]

Dok umaen Laporan Kinerja telah memerahi Standar e ngaem bak an
Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilankegagalan &80 Bl un DHid
Kindrja sert upsyd porbaikanipe e purnaa ey a

Dok i maay Laporan Kinarja disos secara baerkual ias sasual dangan siandar

Dokcuman Laporan Knara ielah mangungkap selunsh informasl imniang peencapad an kinana

Dokumean Laporan Knara ielah mangindokan parbandingan realises kinerja dangan ianget @honan

I.'I oo ) el | b | =

Dokuman Laporan Hinsaa telah manginiokan pabandingan raalises knarja dangan Snged jangh
manangan

-
Do i maay Laporan Knsarja ielah mangindokan parbandingan raalisasl dnerja dangan realisasd ki a
ahun-ahun sebalumnya

Dokumaan Laporan Knara ielah manginiokan parbandingan realises! dneja dangan neall asi kinerja d
vl nasionaliniemasional {Banchmark Kinara)

- |

Dokuman Laparan Knara ialah menginiokan kualilas atas capalan kinara besaria upaya nyaia danfatau
hambatannya

e
Dokiumaan Laporan Knara ielah manginiokan i skans alas panggunaan sumbssr dasa dal am mienCapa
winarja

Dokumad Laporan Mnara talah menginiokan upaya pasakan oan panys mpurnaan kKinerja ke depan
[Radomandasi parbakan kinara)
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Jawaban

Palaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dakim
Py S LI 0T 0 i i I T T TS | BT i i G L Ty 3

T80 B lwarn Diiad

Dafar Evidermcd

Iriformasi dalam laporan kineria selalu menjadi parhalan Uiama pmpinan (Berianggung Jasab |

Panyaian informasi dalam laporan kinedia maniadi kepedulian salund pogawa

Ilomasi dalam poran kdnarja baiala lah & gunakan dalam penyesu alan akiivias uniuk menoaos
Winatja

=

Irlomasi dalam aporan knerja barala @lah dgunakan dalam penyesualan panggunaan anggaran
Uik mancapal knarja

Irilomasi dalam laporan kneria kslah d Qunakan dalam avdluas Dancapdan ket sl lam kirada

Irilamasi dalam aporan knerja elah dgunakan dalam ponpasuaian Derancanan kKnena yang akan
dihadapi barikoiinya

Ilomasi dalam aporan dnerja sslale mempangaruhd perubahan budadgya ki a organ sas

EVALUAE AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | .00 | | a

Evaluasi Akuntabiitas Kinarja inbernal telah dilaks anakan | so0 | |

Tardapat pedoman leinis Evaluasd Suniabiias Hnada Inlema

Ewaluas! Akuntabilias Flnerja nkemal mlah dlaksnakan pada salundh unil kerjaparangial daarah

s s
b'l.-w--lil"'l-q 4] [

Evaluagi Akuntabiitas Kinarja internal telakh dilaks anaban socary

Ewaluasi dkunabdims BKinerja niemal mlah dilaksanakan secara banamang

barkuallas dergan 5umber Daya yang msm.adai T e

will Lalhi Alun@abli@s Kinarja emal miah dlaksinaean sesu Standar

widl sl Akuntabilizs Bneria iemal mlah dilaksanakan olah S0 Yang Imamaca

wal il Akuntabilis Klneria niksmal mlah dilaksanakan Jil’E an pancaaman yang mamaca

will il Akinabiliias Kinerja nimal mlah dlaksanakan paos salunih oni keraboarangal daoarah

=l

will sl Akunabditas Kinecja iemal mlah dilaksanakan mengounakan Toknol ogi nfo s (Sl sl

4.0

Implemeniasi BAKIF telah meningiat karena ovaluasi Akuniabilitas
FCEra T jia Ity il S Fimagga e B rian Wosan yang ryata pdampak) i3 80 Bilurn i
dalam efekiifitas dan efisknsi Kinerja

Salbursh rakomandasl alas hasll evablias akuntablitas kineda inwrmal lalah ditindaklanul

ha| =

Talah wfjadi peningkaian implamantas SARIP dneg an e abksan akan bredak Lng ol aias rerkoeme mla s
hasd evaluas akuriablitas Kinea nlsEma

(=]

—
Hasil Evaluasi Akuniabililas Kinana Inlernal klah dimanfEatkan uniuk parbaikan dan pemnindgkaian
GO E N B = ]

Hasil dar Evaluas] Skuntabdims Mnecja nmemal clah dmandaaban dalam mandukung efdekiflias dan
afishans Kinena

=

Talah wrjadi parbaikan dan paningkaian knefa dengan memantaatan hasll avaluas akunabias

Einaatja irvkemal

NUR JAMBI,



